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BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR   4    TAHUN 2023 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2022 
 

DENGAN  RAHMAT  TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI  HULU SUNGAI SELATAN, 

 
Menimbang: a.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Kepala Daerah menyampaikan 

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan 
yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling 

lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;  

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

Mengingat: 1.  Undang-Undang   Nomor   27   Tahun   1959    tentang  
Penetapan Undang-Undang Darurat   Nomor 3   Tahun 1953     

tentang    Perpanjangan Pembentukan   Daerah  Tingkat  II   di  
Kalimantan  (Lembaran   Negara Republik Indonesia    Tahun  
1953   Nomor 9, ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,  Tambahan   

Lembaran   Negara Republik Indonesia  Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851) sebagaimana telah dubah dengan Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4250); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003  
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286);  
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004  
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan  Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia    Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6396); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

11. Peraturan  Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000  tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
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2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonedia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5340); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan   Pemerintah    Nomor   56   Tahun  2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4738); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Ngara Republik Indonesia Nomor 6847); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan 
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6173); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6178); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6385); 

25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);  

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan 
Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi , 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 1447); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 547); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang 

Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 926); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan Nomor 3); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 7); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 12, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu SungaiSelatan 

Nomor 9); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

dan 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN  ANGGARAN 2022.   
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:   

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

 

Pasal 2 

(1) Pertanggungjawaban   pelaksanaan  APBD berupa  laporan  keuangan memuat: 

a. laporan realisasi anggaran; 

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

c. neraca; 

d. laporan operasional; 

e. laporan arus kas; 

f. laporan perubahan ekuitas; dan 

g. catatan atas laporan keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan 

laporan keuangan badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah. 
 

Pasal  3 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a 

tahun anggaran 2022 sebagai berikut:  

a. pendapatan  Rp1.574.848.507.549,88 

b. belanja   Rp1.408.914.769.988,05 

   surplus sebelum Pembiayaan    Rp165.933.737.561,83 

c. pembiayaan: 

1. penerimaan  Rp224.206.368.418,74 

2. pengeluaran  Rp10.000.000.000,00 

   pembiayaan neto    Rp214.206.368.418,74 

 

Pasal 4 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3       

sebagai berikut:    

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah                                         

Rp193.324.943.280,88 dengan rincian sebagai berikut: 

1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp1.381.523.564.269,00 

2. realisasi pendapatan  Rp1.574.848.507.549,88 

  selisih lebih/(kurang)     Rp193.324.943.280,88 

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah                                

Rp186.771.942.700,95 dengan rincian sebagai berikut: 

1. anggaran belanja dan transfer setelah  

      perubahan   Rp1.595.686.712.689,00 
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2. realisasi belanja dan transfer   Rp1.408.914.769.988,05 

  selisih lebih/(kurang)    (Rp186.771.942.700,95) 

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah                              

Rp380.096.885.981,83 dengan rincian sebagai berikut: 

1. anggaran surplus/defisit setelah perubahan  (Rp214.163.148.420,00) 

2. realisasi surplus/defisit   Rp165.933.737.561,83 

 selisih lebih/(kurang)     Rp380.096.885.981,83 

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah 

Rp43.219.998,74 dengan rincian sebagai berikut: 

1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah    

   perubahan    Rp224.163.148.420,00 

2. realisasi    Rp224.206.368.418,74 

 selisih lebih / (kurang)     Rp43.219.998,74 

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 

dengan rincian sebagai berikut: 

1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah  

   perubahan                       Rp10.000.000.000,00 

2. realisasi          Rp10.000.000.000,00 

    selisih lebih/(kurang)   Rp0,00 

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp43.219.998,74 

dengan rincian sebagai berikut: 

1. anggaran pembiayaan neto setelah perubahan   Rp214.163.148.420,00 

2. realisasi       Rp214.206.368.418,74 

 selisih lebih/(kurang)    Rp43.219.998,74,00 

 

Pasal 5 

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 

sebagai berikut: 

a. saldo anggaran lebih awal  Rp224.163.148.418,74 

b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan  

pembiayaan tahun berjalan  Rp224.163.148.418,74 

c. sisa lebih pembiayaan anggaran/sisa kurang  

pembiayaan anggaran                                               Rp380.140.105.980,57 

d. saldo anggaran lebih akhir Rp380.140.105.980,57  

 

Pasal 6 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 

2022 sebagai berikut: 

a. jumlah aset   Rp3.901.819.873.490,03 

b. jumlah kewajiban  Rp59.847.165.024,00 

c. jumlah ekuitas Rp3.841.972.708.466,03 
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Pasal  7 

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk 

tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut: 

a. pendapatan-laporan operasional Rp1.643.437.594.211,27   

b. beban-laporan operasional   Rp1.277.549.116.774,33 

c. surplus dari operasional Rp365.888.477.436,94 

d. surplus sebelum pos luar biasa Rp354.884.028.643,94  

e. surplus/defisit laporan operasional Rp354.884.028.643,94 
 

Pasal 8 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk 

tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember 2022 sebagai berikut: 

a. arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp367.044.699.895,38 

b. arus kas bersih dari aktivitas investasi non- 

keuangan (Rp201.110.962.333,55) 

c. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan/ 

pembiayaan                          (Rp9.956.780.000,00)                              

d. arus kas bersih dari aktivitas transitoris/ 

non anggaran                        Rp277.646.670,00 

e. kenaikan/(penurunan) kas Rp156.254.604.231,83 

f. saldo awal kas Rp224.163.148.418,74 

g. saldo kas akhir    Rp380.417.752.650,57 
 

Pasal 9 

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f 

untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut: 

a. ekuitas awal Rp3.466.876.675.921,88 

b. surplus/defisit-laporan operasional Rp354.884.028.643,94 

c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/ 

kesalahan mendasar                                                 Rp20.212.003.900,21 

d. ekuitas akhir Rp3.841.972.708.466,03 
 

Pasal 10 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos 
laporan keuangan. 

 

Pasal 11 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Daerah ini. 

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

Lampiran   I : Laporan Realisasi Anggaran 

Lampiran  I. 1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan 

pemerintahan daerah dan organisasi 
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Lampiran  I. 2 : Ringkasan APBD yng diklasifikasi menurut kelompok dan 

jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan 

Lampiran I. 3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, 

dan jenis pendapatan,belanja, dan pembiayaan 

Lampiran  I. 4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan 
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan 

sub kegiatan 

Lampiran  II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih 

Lampiran  III : Laporan operasional 

Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas  

Lampiran  V : Neraca 

Lampiran  VI : Laporan arus kas 

Lampiran VII : Catatan  atas laporan keuangan 

Lampiran  VIII : Daftar rekapitulasi piutang Daerah 

Lampiran  IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih 

Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana 

bergulir 

Lampiran  XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah 

Lampiran  XII : Daftar rekapitulasi penambahan dan pengurangan aset 

tetap Daerah 

Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap 

Lampiran  XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan (kdp) 

Lampiran  XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya 

Lampiran XVI : Daftar dana cadangan Daerah 

Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek 

Lampiran  XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang 

Lampiran  XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai 
akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali 

dalam tahun anggaran berikutnya 

Lampiran XX 

 

: Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik 

Daerah/perusahaan Daerah terdiri atas 

Lampiran XX.1 

 

: Ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik 

daerah/perusahaan daerah 

Lampiran XX.2 

 

: Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan 

usaha milik daerah/perusahaan daerah 

 

Pasal 12 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini. 
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Salinan sesuai dengan aslinya

Pasal  13 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan. 

 
Ditetapkan di  Kandangan 

pada tanggal  28 Juli 2023   

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

ttd. 

 

             ACHMAD FIKRY 
 

Diundangkan di Kandangan 

pada tanggal  28 Juli 2023 

            SEKRETARIS  DAERAH   

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 
 

ttd. 
 

MUHAMMAD NOOR 

  

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 4555 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, PROVINSI 

KALIMANTAN SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022: (4-

27/2023). 
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